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Menko Polhukam Mahfud MD me-

nyebutkan, sebelumnya  kasus pe-

langgaran HAM berat diselesaikan di

KSP. ÓPenyelesaian dilakukan de-

ngan yudisial maupun nonyudisial,Ó

ungkapnya 

Saat aktif di KSP, Presiden Jokowi

waktu itu mengakui ada 12 pelang-

garan HAM berat dan akan memu-

lihkan. ÓNamun belum banyak yang

bisa dilakukan karena baru berjalan 6

bulan  sudah ada transisi pemerintah-

an, sehingga keberadaan Kemenham

penting di era Presiden Prabowo,Ó je-

las Mugiyanto yang menjadi  korban

pelanggaran HAM saat aktivis di ge-

rakan mahasiswa dan kini sudah

mendapat pemulihan.

Kunjungan ke PT BP KR ini sekali-

gus untuk menjajaki kerja sama de-

ngan media dalam edukasi pene-

gakan  HAM. ÓBerbeda dengan Kom-

nas HAM, kinerja  Kemenham di level

kebijakan seperti misalnya peningkat-

an kapasitas aparatur sipil negara me-

ngenai HAM, juga edukasi ke masya-

rakat, desa dan lainnya,Ó papar Mugi-

yanto yang telah bertemu langsung

dengan keluarga korban pelanggaran

HAM dan bisa merasakan penderi-

taan mereka 

Kunjungan Wamenham disambut

Dirut PT BP KR Drs HM Idham Sa-

mawi, Komisaris Utama Imam Satri-

yadi SH, Direktur Keuangan Yuriya

Nugroho Samawi SE MM MSc, Di-

rektur Produksi Baskoro Jati Prabowo

S Sos,  Direktur Litbang, Pengawasan

& Bisnis Yoeke Indra Agung Laksana

SE. Kemudian  Direktur Umum Ir

Dyah Sardjuningrum Sitawati, Direktur

Pemasaran Fajar Kusumawardhani

SE, Pemimpin Redaksi Octo Lampito

dan jajarannya. 

ÓSebagai media yang lahir 40 hari

setelah Kemerdekaan RI (27 Sep-

tember 1945) SKH Kedaulatan Rak-

yat selalu membawa aspirasi rakyat,

bukan semata bisnis,Ó tegas Idham

Samawi

Idham mengungkapkan  Presiden-

presiden RI mengapresiasi dan mem-

perhitungkan KR sebagai bacaan un-

tuk menyerap aspirasi rakyat, kare-

nanya wajib berada di meja Presiden.

ÓSetiap Ulang Tahun KR, para Presi-

den RI memberikan ucapan dan ha-

rapan dengan tulisan tangan lang-

sung,Ó ungkapnya.

Sebagai media yang besar dan ek-

sis hingga saat ini dengan kepercaya-

an rakyat, PT BP KR siap bersinergi

untuk memberikan sosialisasi, edu-

kasi kebijakan pemerintah.       (Vin)-d
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Kepala Daerah, melalui metode retret

atau metode apapun, amat penting.

Mengapa? Karena tidak semua Kepa-

la Daerah siap tancap gas, untuk be-

kerja, mengemban amanah yang

mesti ditunaikan. Bahkan, boleh jadi,

ada sementara Kepala Daerah yang

masih gagap perihal ruang-lingkup tu-

gas, wewenang, beserta berbagai

peraturan perundangan-undangan

yang mesti dijadikan dasar pelaksa-

naan tugasnya.

Pembekalan melalui retret dalam

waktu terbatas (selama satu pekan

dari 21 hingga 28 Februari 2025), se-

sungguhnya belum/tidak cukup. Na-

mun, katakanlah, materi-materinya

masih bersifat umum, sudah tentu ke-

wajiban bagi Kepala Daerah yang ber-

sangkutan, untuk mendalami dan

menjabarkannya, agar dapat diimple-

mentasikan secara kontekstual dan

maksimal pada Daerah masing-ma-

sing.

Hemat saya, dalam keterbatasan

penguasaan materi, Kepala Daerah

tidaklah perlu ada kekhawatiran akan

terjadi kegagalan pelaksanaan tugas,

bila aspek moralitas dijunjung tinggi.

Mengapa demikian?

Pertama, karena moralitas itu pen-

ting dan menjadi saripati dan sumber

motivasi perilaku. Seorang Kepala

Daerah bermoralitas tinggi, pasti akan

memandang hidup dan kehidupan,

tertuju kepada kemuliaan bersama,

yakni bahagia lahir-batin, harmonis

dengan seluruh warga dan bangsa-

nya, alam semesta, dalam naungan

keridhaan Allah Swt. Atas dasar ke-

sadaran, dan spontanitas, setiap saat

menengok ke dalam, berevaluasi diri,

sejauh mana peran dan tugasnya da-

pat diterima dan bermanfaat bagi war-

ganya. Keberadaan dan interaksi de-

ngan warganya, terjalinan dalam hu-

bungan pansubjektivitas. Artinya, Ke-

pala Daerah menghargai dan mempo-

sisikan warganya sebagai subjek, dan

tidak sekali-kali mengobjekan warga

dan wilayahnya demi kepentingan

pribadi.

Kedua, mengedepankan moralitas,

identik dengan mengoptimalkan po-

tensi jiwa dan raga secara simultan.

Optimalisasi bertolak dari kalbu, diikuti

olah akal (berpikir), berlanjut aktivitas

ragawi, berupa sikap dan perilaku jujur,

amanah, dan ramah. Potensi nafsu di-

kendalikan, agar kehidupan tidak se-

sat, tidak melampaui batas, tidak

merusak keharmonisan. Ketika nafsu

terkendali, maka tiada mungkin Kepala

Daerah korupsi.

Ketiga, moralitas sarat ajaran-ajaran

kasih-sayang. Jiwa Kepala Daerah

perlu diasupi nutrisi batiniah berupa:

ajaran agama, ilmu, dan seni. Setiap

saat, dalam berbagai urusan, Kepala

Daerah tiada lupa menebar kasih-

sayang kepada warganya. Moralitas

sosial (kepada sesama makhluk) mau-

pun moralitas vertikal (kepada Ilahi

Rabbi) senantiasa dikembangkan agar

tetap eksis dan fungsional sebagai

petunjuk, sekaligus pedoman hidup

(way of life).

Keempat, hendaknya disadari bah-

wa harkat, martabat, dan kemuliaan

seorang Kepala Daerah, bukan diten-

tukan jumlah harta-benda, kekayaan,

dan otoritasnya, melainkan ditentukan

kebermanfaatannya bagi waga, wila-

yah, bangsa, dan negara. Berbuat ke-

bajikan, merupakan cerminan akhlakul

karimah. Runtuhnya harga diri Kepala

Daerah, ketika dia memperturutkan

hawa nafsu, melanggar etika-moral,

dan hukum yang berlaku.

Kelima, Kepala Daerah mesti ingat

bahwa semua urusan wajib dikelola

sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam keotentikannya, hukum itu sen-

diri sarat dengan moralitas. Korupsi di-

larang karena merupakan tindakan za-

lim, melanggar moral, sekaligus me-

langgar hukum. Negara akan hancur

masa depannya, bila korupsi dibiarkan

menggerogoti sendi-sendi kehidupan.

Kepala Daerah adalah pemimpin

bagi warga (komponen bangsa) di da-

erahnya. Pada pundaknya, kepemim-

pinan diamanahkan agar komponen

bangsa bermoralitas tinggi. Pasca re-

tret, berikut langkah-langkah pengab-

diannya, Kepala Daerah dapat dikata-

kan berhasil, bila dirinya dan mayoritas

warganya, memiliki sikap dan perilaku

saling mencintai, saling menghormati,

dan mampu berbuat adil secara sub-

stantif. Kesejahteraan dan keberkahan

hidup merupakan buah dan bukti

pengamalan moralitas kepemimpinan

Kepala Daerah. Wallahu�alam.  ❑ -d

(Penulis, Guru Besar Fakultas

Hukum UGM)

Moralitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1 YOGYA (KR) - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank BPD

DIY menjadikan milad ke-18 pada 19 Februari 2025 sebagai

momentum memperluas sinergi dan kolaborasi dengan para

mitra untuk berkembang semakin baik. Bank BPD DIY Syariah

juga memperkuat inovasi produk dan layanan untuk mendo-

rong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal itu,

Bank BPD DIY Syariah terus meningkatkan kerja sama de-

ngan berbagai lembaga, sekolah/madrasah, pondok pe-

santren, Pemerintah Daerah, UMKM dan berbagai mitra

strategis lainnya.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengata-

kan, sebagai bagian dari Bank BPD DIY yang melayani produk

syariah, UUS Bank BPD DIY atau Bank BPD DIY Syariah

telah bertumbuh dengan baik selama beroperasi di DIY sejak

19 Februari 2007 lalu. Tidak sekadar mendapatkan penilaian

UUS yang sehat dari OJK, Bank BPD DIY Syariah men-

catatkan capaian kinerja yang baik sepanjang 2024. Aset yang

berhasil dibukukan Rp 2,1 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK)

yang dihimpun Rp 1,012 triliun, pembiayaan yang telah dis-

alurkan Rp 1,106 triliun, dan laba operasional Rp 97,9 miliar.

ÓAlhamdulillah Bank BPD DIY termasuk UUS yang tumbuh

di atas rata-rata industri keuangan sehingga kita patut

bersyukur Bank BPD DIY Syariah telah hadir selama 18 tahun.

Meski masih banyak hal yang harus kita kerjakan, kami ingin

UUS Bank BPD DIY mempunyai manfaat yang lebih besar

dan betul-betul mendapatkan tempat di hati masyarakat, uta-

manya pelaku UMKM di DIY,Ó tutur Santoso Rohmad dalam

Peringatan Milad ke-18 Bank BPD DIY Syariah di Kantor Bank

BPD DIY Syariah, Jalan Magelang Km 5,5 Yogyakarta, Rabu

(19/2). (Ira)-f

MILAD KE-18 BANK BPD DIY SYARIAH

Perluas Sinergi, Berkembang Semakin Baik 

pupuk bagi demokrasi ini,

akan menjadi benih-benih

bagi upaya untuk mewujud-

kan suatu sistem penegakan

hukum yang sebenar-be-

narnya tanpa pandang pilih,Ó

tuturnya.

Hasto menegaskan bahwa

kehadirannya di KPK adalah

bentuk penghormatan terha-

dap hukum meskipun ada ke-

pentingan politik yang mem-

bayangi kasusnya. Hasto

mengingatkan bahwa dirinya

bukan pejabat negara, dan ti-

dak ada kerugian negara da-

lam kasus dipersangkakan

terhadapnya.

Terpisah, Menteri Koordina-

tor Bidang Hukum, HAM, Imi-

grasi, dan Pemasyarakatan

Yusril Ihza Mahendra me-

ngaku menghormati keputus-

an yang diambil oleh KPK ter-

kait penahanan Hasto Kris-

tiyanto. ÓKita hormati keputus-

an yang diambil oleh KPK,Ó

ujarnya di Kompleks Istana

Kepresidenan, Jakarta.

Yusril mengaku dirinya ti-

dak mengetahui secara detail

mengenai kabar terbaru ten-

tang penahanan Hasto terse-

but. Namun ditekankan, pe-

merintah tidak dapat mengin-

tervensi proses hukum yang

dilakukan oleh KPK. KPK se-

bagai lembaga negara pene-

gak hukum yang independen

dan memiliki kewenangan

untuk menahan seseorang

maupun mencegah seseo-

rang bepergian ke luar

negeri.

Sedangkan Menteri Hu-

kum Supratman Andi Agtas

memilih tidak memberikan

komentar terkait dengan ka-

sus hukum yang melibatkan

Hasto di KPK.     (Ant/Has)-f
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KR-Fira Nurfiani 

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad memotong tum-

peng menandai Milad ke-18 Bank BPD DIY Syariah.


